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ABSTRAKSI

Tanah merupakan Sumber daya penting untuk mewujudkan
kesejahteraan bagi masyarakat dan kebutuhan pokok hajat
hidup orang banyak serta merupakan media penyelenggaraan
berbagai kegiatan manusia.Masalah pertanahan adalah masalah
yang krusial karena tanah merupakan tempat kita berpijak,
hidup dan mengambil manfaat didalamnya, sehingga pengaturan
masalah pertanahan tidak pernah lepas dari pengawasan
pemerintah.Pemerintah disini menguasai tanah melalui pasal
33 ayat 3 UUD 1945 yang kemudian disebutkan lagi dalam
pasal 2 ayatl UUPA dan dapat dilimpahkan kepada Daerah
Swatantra melalui pasal 2 ayat 4 UUPA. Untuk itu sejak
tahun 1960 sampai sekarang telah ada pelimpahan kekuasaan
dari Pemerintah Pusat ke Pemerintrah Daerah.

Meskipun telah diundangkan UU No. 5 Tahun 1974 Tentang
Pokok-Pokok Pemerintahan di Daerah namun dalam
pelaksanaannya masih dirasa tidak adil karena sumber daya
alam yang potensial dan sumber daya manusia yang kreatif
dari daerah ditarik untuk pusat dan tidak menyisakan untuk
daerah, untuk itu sejak reformasi maka diundangkan UU No.

22 Tahun 1999 tentang Pemerintah Daerah ygn memberi
kewenangan daerah untuk mengelola hasil sumber a?a alamnya

sendiri. Uu yang mengutamakan pelaksanaan asas
desentralisasi. Disamping keleluasaan otonomi mencakup pula
kewenangan dalam penyelenggaraannya, yaitu mulai dari awal
sampai akhir.

Wujud nyata dari keseriusan pemerintah untuk mengatur
pertanahan setelah diundangkannya UU No. 22 tahun 1999
adalah dengan diterbitkannya Keppres No. 10 tahun 2001
Tentang Pelaksanaan Otonomi Daerah di Bidang Pertanahan
yang ternyata setelah diundangkan tidak membawa banyak
perubahan karena pemerintah masih memegang kekuasaan untuk
mengawasi dan ikut ambil andil terhadap urusan-urusan
daerah.

BPN sebagail Lembaga Pemerintah Non-Departemen
merupakan tangan panjang pemerintah untuk melaksanakan
tugas di bidang pertanahan, yang untuk memudahkan
pelaksanaan pelayanan di bidang pertanahan maka BPN
dibentuk di setiap Daerah Propinsi, Kabupaten dan Kota.
Dengan diundangkannya Keppres No. 34 Tahun 2003 Tentang
Kebijaksanaan Nasional di Bidang Pertanahan merupakan
landasan dalam menciptakan sistem pengelolaan pertanahan
yang utuh dan terpadu.
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